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TENTANG

PAIYITIA PE,LI\KSANA I(EGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN SI'RIIEY TIM
TEITIfiS PELITYANAI'I PERIZIITAII TERPADU DAI{ TIM PERTIMBANGAII

TEKITIS PINERBITAIT RTKOMTIIDASI AZTN

Menimbang : a.

KABIIPATEN PAIIPAIT BTIARAT
TAIIT'N ANGGARAN 2Ot.A

BI'PATI PAIIPAI( BHARA:T,

batrwa dalarrr rangka pengawasan dan pembinaan
penerbitan izin pada penyelenggaraan pelayanan terpadu
perizinan dan non-perizinan di Kabupaten Palpak Bharat,
perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat
Koordinasi dan Suney Tim Teknis Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Tim Pertimbangan Teknis Penerbitan
Rekomendasi Izin I(abupaten Pakpak Bharat Tatrun
Anggaran 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pardtia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Dan
Surtrey Tim Teloais Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Tim
Pertimbangan Telolis Penerbitan Rekomendasi lzirr
Kabupaten Pakpak Bharat Tatrun Anggaran 2OL8.

Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 2OO2 tentang Bangunan
dan Gedrlng (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO2 Nomor 134, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2a7l;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentrrkan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak
Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi
Surnatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatn:n 2OO3 Nomor 29, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42721;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor LL4 Tahun Anggaral. 2OO4, Tambahan
Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor aa3l;
Undang-Undang Nomor 25 Tahwr 2OOT tentang Penarlamarr
Modal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT
Nomor 67, Tambatran kmbaran Negara Republik
Ind.onesia Nomor a7241;
Undang-Undang Nomor L4 Taturn 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2008 Nomor 61, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aBa6l;
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang
Pemerintatran Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambatran kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali teraktrir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubatran Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

8. Perattrran Pemerintatr Nomor 65 Tatrun 2005 tentang
Pedoman Pen5rtrsunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 15O, Tambatran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tatrun 2011 tentang
Pembangunan Gedr:ng Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2OL4 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 22tl;

ll.Peraturan Presiden Nomor 04 Tatrun 2OL6 tentang
Percepatan Pembangr.rnan Infrastnrlctur Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tatrun 2016 Nomor
80);

12. Peratr-rran Menteri Kesehatan Nomor L47 /Menkes/PE'Rlll2
01O tentang Perizinan Rumah Sakit;

13. Perahrran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
15 Tahun 2OL4 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor
61s);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 /M-
DAG/PERI 4 I 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan
terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman
Beralkohol;

l5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor L4/M-DAG/
PERl3l2016 tentang Pembatran Atas Peratural Menteri
Perdagangan Nomor 77 /M-DAG/PER/ L2|2OO3 tentang
Penerbitan Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar
Perusatraan (TDP) secara simultan bagr perusahaan
perd.agangan;

16. Peraturan Menteri PU & Perumahan Nomor 06 Tahun
2OL7 tentang Pembatran Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum & Pemmatran Rakyat Nomor O5/PRT/M/2O16
Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara
Republik Indonesia Tahr:n 2Ol7 Nomor 537);

17. Perattrraa Menteri Pekerjaan Umum Nomor
24/PFItlIutrl2OOT tentang Pedoman Telcris Izin Mendirikan
Bangunan & Gedung;

18. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tatrun 2Ot7
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daeratr (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2OLT
Nomor 1956);
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Indonesia Tatrun 2OLL Nomor 4431;
20. Perattrran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 14 Tahun 2OlL tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara pgpublik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 931);

2l. Peratrrran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2OL2 tentang Pedoman dan Pengendalian
Pelaksanaan Penana:rran Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OL2 Nomor 7O1);

22. Perahrran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 1O Tahun 2OL2 tentang Petunjuk Teknis Standar
Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

23. Peratrrran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubatran Atas Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan
Non Perizinan Penanamarr Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tatnrn 2013 Nomor 1138);

24.Perahrran Daeratr Nomor 11 Tatrun 2010 tentang Retribusi
Perizinan Tertentr (Lembaran Daeratr Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daeratr Ihbupaten Pakpak Bharat Nomor 91) sebagaimana
telatr diubatr dengan Peratrrran Daeratr Nomor 5 Tatrun
2Ot6 tentang Pembatran atas Peratrrran Daerah Nomor 11
Tatn:n 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daeratr Ihbupaten Palcpak Bharat Tahun 2OL6
Nomor 5, Tambatran kmbaran Daerah Ihbupaten Pakpak
Bharat Nomor 118);

25. Peratrrran Daeratr Nomor 7 Talrun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan RrbEk (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tatrun 2013 Nomor 7);

26. Peraturan Daeratr Nomor L2 Tahun 2016 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2OL6 Nomor 12);

27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2Ol7 Nomor 7);

23.Peraturan Bupati Nomor 31 Tatrun 2Ol+ tentang
pslirnpahan Sebegtan Kewenangan Bupati Kepada Camat
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
(Berita Daeratr Kabupaten Papak Bharat Tahun 2Ot4
Nomor 31);

29. Peraturan Bupati Nomor 10 Tatrun ?OLS tentang
Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Dari Bupati
Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana
telatr diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun
2Ot7 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2015 tentang Pelimpatran Wewenang
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Pakdk Btrarat Tatrun 2Ol7 Nomor 7);
30. Perahrran Bupati Nomor 63 Tahr:n 2Ol7 tentang

Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Palrpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2OLT Nomor 63).

MEMUTUSKAI{:

I(TPUTUSAN BI'PATI TENTANG PANITIA PELITKSAITA
ITEGIATAN RAPAT KOORDIITAST DAN ST'RVEY TIM
TEKNIS PILI\YANAIT PERIZINAIT TERPADU DAII TIM
PERTTMBAITGNT TEKNIS PENERBITAN REKOMENDASI
IZIil KABUPATEN PAITPAI( BIIARA'I TAHTIN ANGGARAIT
2018.

Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi
dan Survey Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Tim Pertimbangan Teloais Penerbitan Rekomendasi lzala
Kabupaten Pakpak Bharat Tatrun Anggaran 2018 dengan
susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran tr Kepuhrsan ini.
Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi dan Survey
Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana
dimaksud pada Dikum Kesahr memiliki trrgas dan
tanggung jawab gsfoagai berikut:

a. menerima dan memverifikasi dokuraen pemohon;
b. membuat surat permohonErn penerbitan rekomendasi;
c. mencetak dan mengeluarkan sertifikat izin.

Tim Pertimbangan Teknis Penerbitan Rekomendasi lzin
ssfagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki
tugas dan tanggungiawab sebagai berikut:

a. survey di lapangan dan membuat Berita Acara
Pemeriksaan Lapangan (BAPL) sesuai dengan bidang
ttrgasnya masing-masing dalam rangka proses
penerbitan, p€Dangguhan, peoolakan, dan
pembatalan izin;

b. memberikan rekomendasi teknis dalam rangka proses
penerbitan, peoangguhan, penolakan, dan
pembatalan izin;

c. mengawasi, monitoring dan evaluasi rekomendasi
iirn yang diterbitkan sesuai bidang tugas pokok dan
fungsi Organisasi Perangkat Daeratr (OPD) terkait.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Sattr Pinhr mengeluarkan Sr.rrat Perintah T\rgas
dan/atau Surat Perintatr Perjalanan Dinas kepada Tim
Telsris unhrk rtelaksanakan pemeriksaan teknis di
lapangan terhadap permohonan perizinan yang
memerlukan kajian teknis dan penelitian/sunzey lapangan
dengan tembusan Kepala OPD Teknis terkait.
Dalam melaksanakan ttrgas, Tim Teknis bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas Penanarrran Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Sattr Pinhr.

T(ELIMA



ditetapkan.
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Ditetapkan di Salak
Pada tarrggal 7t f,orutvar - 2OL8
BIIPATI PAKPAIT BIIARA:I,
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REMIGIO YOLIINDO BTRUTU

Tembusan:
1. Wakil Bupati Pakpak Bharat , di Salak;
2, Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat, di Salak;
3. Inspelrbur Kab. Pakpak Bharat, di Salak;
4. Yang bersangkutan unfirk dilaksanaken;
5. Pertinegal.
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Tentang : Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat
Koordinasi dan Suwey Tim Teknis
Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Tim Pertimbangan Teloris Penerbitan
Rekomendasi Izin Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun Anggaran 2018.

PAITITIA PELITI(SAI'IA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN SIIRVEY TIM
TEITilIS PELI\YAIIAIT PTRIiZIITAIT TERPADU KABI'PATEN PAI(PAK BIIARAT

BUPATI PAKPAIT BHARAT,

ttd

REDIIG'o YOLITNDO BERUTU

TAHI'I{ AITGGARAI{ 2018

No NAIVIA/PAT{GIIAT/NIP JABATAI{ POKOK JABATAN
DALANI TIM

7 2 3 4

1. Remigo Yolando Benrtrr, MBA Bupati Pakpak Bharat Pembina

2.
Ir. H. Mqiu Ilyas Padang Wakil Bupati

Pakpak Bharat Wakil Pembina

3.
Sahat Barrurea, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NrP. 1967t222 199901 1 001

Sekretaris Daerah Pengarah

4.

Drs. Losmar Berrrttr, MM
Pembina Tk.I
NrP. 196s 1014 1994L2LOO2

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan
Teroadu Satu Pintu

Penanggungjawab

5.
Fredes J.H.Siahaan, SE
Penata Tk.I
NIP. 19780t22 2003L2 2 001

Kepala Bidang Perizinan
dan Non Perizinan Anggota

6.
Rrrnama S. Sipatrutar,S.Sos
Penata
NIP. 19740406 200604 1 004

Kepala Seksi Pelayanan
darr Penetapan Anggota

7.
Herianto Cibro, SP
Penata Muda Tk.I
NrP. 19870424 201101 1 007

Jabatan Pelaksana Anggota

8.
Kosma KP. Siregar, A.Md
PengaturTk. I
NIP. 19780901 201101 1 004

Jabatan Pelaksana Anggota

o
Benson C. Situmorang
Pengatur Muda Tk. I
NrP. 1984 L22L200502 100 1

Jabatan Pelaksana Anggota
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Tentang : Parri-tia Pelaksana Kegiatan R.apat
Koordinasi dar-r Su:rrey Tim Teloris
Pelayanan Perizinan Terpadu dan
TiE Pertimbangan Telaris
Penerbitan Rekomendasi lar:
Kabupaterr Pakpak Bharat Tahun
Anggaran 2018.

TIM PERTIMBAI5GAN TEKIYIS PENERBITAN RIKOMENDASI IZIN
KABIIPATIN PAI{PAIT BHARA:T

TAIIIIN AITGGARAIT 2OIA

No NADrA/PAr[cr(AT/NrP INSTAT{SI JABATAN
DALAIYI TIM

7 2 3 4

1.
Ir.Parlaungan,Msi
Pembina Utama Muda/ IV.c
NrP. 19590408 199003 1002

Dinas Perumahan
Ralryat dan Kawas€rn
Permukiman

Koordinator

2.
Dr. Thomas,MM
Pembina Tk.I/ IV.t)
NIP.1968 LO2420021001

Dinas Kesehatan Koordinator

3.
Mester Padang,S.Pd,MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NrP. 1 96003 12 198403 1 003

Dinas Pendidikan Koordinator

4.
Ir.Parlaungan,Msi
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 1 9590408 199003 1 002

Dinas Pekedaan Umum
dan Penataan Ruang

Koordinator

5.

Mordehai Orba Sunttrk,SH.MH
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 1966 1 103 199403 1005

Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan
Menengatr

Koordinator

6.
Drs. Bambang Sunarjo
Banurea
Pembina Tk.I/ IV.b

Dinas Pariwisata Koordinator

7.

Ekuin Rafael Tarigan, ST
Penata Muda Tk.I
NrP. 19780702 201001 1015

Dinas Perumatran
Ralryat dan Kawasan
Permukiman

Anggota

8.

Nasip Tindaon
Pengatur Muda Tk.I/II.b
NIP. 19780808201 101 1007

Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasal
Permukiman

Anggota

9.
Sri Marganda Ujung, SKM
Penata Muda Tk.I/ [I.b
NIP. 1 975 062920 1 00 1 2007

Dinas Kesehatart Anggota

10.
Esron Pasaribu, A. Md
Penata Muda Tk.I/ [I.b
NrP.197602t4 2003t2 2 005

Dinas Kesehatan Anggota

11.
Rina Banurea
Penata Tk.I/ [I.d
NrP. 197 1 09232003L2LOO2

Dinas Pendidikan Anggota



13. Pengatur Tk.I/ II.d
NIP. 1 9 87 022820 tOO L2024

dan Penataan Ruang

L4.
Junaidi Padang
Pengatur Muda Tk.I/ II.b
NrP. 1 975 082220 Ll 0 1 1 004

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

Anggota

15.

Imelda F.T. Tambunan, ST
Penata Tk.I/[I.d
NIP.197800113 200604 2 003

Dinas Koperasi, Usaha
Milrro, Kecil &
Menengatr

Anggota

16.

Mhd. Sunhrk Bemtu, S.ST
Penata Tk.I/III.d
NIP.19760319 2003L2 1 002

Dinas Koperasi, Usatra
Mikro, Kecil &
Menengah

Anggota

t7.
Maulut Arianto Solin
Penata /Ill.c
NrP. 197802202003 12 1 00 1

Dinas Pariwisata Anggota

18.
Posman Deli Mr:nte
Penata Muda Tk.I/[I.b
NrP.1982Lt27 20070L L OO2

Dinas Pariwisata Anggota

$alin;:ir i:i ::lr:;ii 0errqan AsilnYa

biEPA I. A L]AGIA}.I HU KU T$

Relrul! qNi. s!To$xu, sl'i
t',itr, 'is79051 i 200502 2 001

BUPATI PAI(PAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLI\NDO BERUTU


